BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
5.1.1 Kesimpulan mengenai kesesuaian PERKAP, PERJA, dan SK
Dirjen Badilum terhadap prinsip keadilan restoratif

Konsep keadilan restoratif bukanlah suatu konsep yang baru dikenal dalam
konteks pemidanaan. Di Indonesia sendiri konsep ini pertama kali secara tegas
digunakan dalam UU SPPA. Konsep ini pada dasarnya tidak memiliki suatu
bentuk yang sama persis di setiap tempat, namun memiliki kesamaan dalam
hal-hal mendasar yang tergabung dalam prinsip-prinsip. Di Indonesia yang
sedang mengupayakan penggunaan konsep keadilan restoratif dalam SPP
secara umum telah berupaya merumuskannya kedalam peraturan perundang-
undangan seperti PERJA, PERKAP, dan SK Dirjen Badilum sebagaimana
yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya. Memang terdapat beberapa
prinsip keadilan restoratif yang telah sesuai dirumuskan dalam norma-norma
tersebut, namun nampaknya terdapat prinsip-prinsip yang terlewatkan

dirumuskan pula.

Prinsip yang penting seperti pengakuan bersalah sama sekali tidak
dieksplisitkan dalam ketiga peraturan tersebut padahal hal tersebut merupakan
gerbang utama yang harus dilalui dalam penyelesaian perkara berdasarkan
keadilan restoratif. Prinsip tanggung jawab juga tidak mendapatkan porsinya
untuk dijelaskan secara lebih lanjut dalam ketiga peraturan tersebut, sehingga
terkesan bahwa bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku
hanya berbentuk ganti rugi material padahal sangat dimungkinkan tanggung
jawab berupa pemulihan psikologis maupun sosial. Pelibatan masyarakat juga
sangat minim dibahas dalam ketiga peraturan tersebut dan bahkan dalam
PERJA keterlibatan masyarakat bersifat fakultatif. Padahal masyarakat
merupakan pihak dari penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif
dan merupakan pihak yang menentukan tercapainya salah satu tujuan keadilan
restoratif, yaitu reintegrasi atau pemulihan hubungan sosial. Dengan tidak
dilibatkannya masyarakat juga terlihat bahwa pendekatan keadilan restoratif

yang dilaksanakan seperti penyelesaian perkara secara transaksional dimana
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perkara dianggap telah diselesaikan hanya melalui pertanggung jawaban
materil dari pelaku kepada korban.

5.1.2 Kesimpulan mengenai kesesuaian antar norma dalam PERKAP,
PERKAP, dan SK Dirjen Badilum

Mengenai kesesuaian norma keadilan restoratif dalam ketiga peraturan
tersebut sangat jelas terlihat bahwa terdapat ketidaksesuaian. Hal tersebut
terlihat dari kriteria dan larangan terhadap penggunaan keadilan restoratif,
diksi yang digunakan terhadap residivis, maupun keterlibatan masyarakat
dalam ketiga peraturan tersebut tidak berkesesuaian dan bahkan bertolak
belakang. Bahkan jika dilihat lebih jauh lagi SK Dirjen Badilum yang
mengatur mengenai keadilan restoratif terhadap tindak pidana ringan tidak
berkesesuaian dengan KUHAP yang telah mendefinisikan pengertian tindak
pidana ringan. Hal tersebut dapat terlihat dari tidak dimasukannya pasal 302,
352, dan 315 KUHP sebagai suatu tindak pidana ringan dalam SK Dirjen
Badilum padahal pasal-pasal merupakan tindak pidana ringan menurut pasal
205 ayat (1) KUHAP.

Hal ini tentunya berbahaya bagi sistem peradilan pidana yang merupakan
suatu lembaga pencari keadilan yang bergerak secara sistematis.
Ketidaksesuaian diantara komponennya tentu akan membawa dampak
terhambatnya pencapaian tujuan dari sistem tersebut. Ketidaksesuaian ini juga
disebabkan karena peraturan mengenai keadilan restoratif dibentuk
menggunakan peraturan lembaga yang bersifat internal, sehingga tiap aturan
akan mengikat komponen SPP masing-masing. Hal tersebut memungkinkan
pengaturan mengenai keadilan restoratif dengan cara yang berbeda antar
komponen SPP sehingga membuka celah bagi ketidaksesuaian antara
peraturan terjadi. Lebih lanjut, kesesuaian sistem tersebut tentunya tidak dapat
dilihat hanya didasarkan pada aturan (substansi) semata, tetapi juga harus
memperhatikan kesesuaian antar komponen (structural), dan juga pandangan

dan nilai (budaya) yang dimiliki para komponen tersebut.
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Saran

5.2.1 Saran mengenai kesesuaian PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen
Badilum terhadap prinsip keadilan restoratif

Menurut pendapat penulis hendaknya dilakukan pengaturan kembali mengenai
norma-norma keadilan restoratif yang berlaku. Hal tersebut tentunya
dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar keadilan restoratif dan
mencegah miskonsepsi mengenai keadilan restoratif yang seringkali dianggap
sebagai suatu penyelesaian perkara secara damai atau diidentikan dengan
mediasi penal. Pandangan mengenai keadilan restoratif yang hanya cocok
digunakan bagi tindak pidana ringan juga hendaknya dipatahkan mengingat
dalam konsep restoratif sendiri tidak pernah membatasi tindak pidana yang
dapat diselesaikan melalui pendekatan ini. Hanya saja tiap negara memiliki
batas yang berbeda terhadap tindak pidana yang dapat dan tidak dapat

diselesaikan melalui bentuk keadilan ini.

Penulis berpendapat juga hendaknya keadilan restoratif dapat diterapkan
tidak hanya sampai pengadilan melainkan juga lembaga pemasyarakatan yang
merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana. Hal ini ditujukan
untuk membuka kemungkinan penggunaan keadilan restoratif sejauh mungkin
bagi para pihak. Tidak menutup kemungkinan bahwa korban baru siap untuk
melaksanakan pertemuan dengan pelaku pada saat pelaku telah berada di
lembaga pemasyarakatan. Hal ini berkaitan dengan kesiapan para pihak dalam
melaksanakan program keadilan restoratif dan juga berkaitan dengan
kehendak para pihak agar mendapatkan penyelesaian atas trauma ataupun rasa
bersalah atas terjadinya tindak pidana.

5.2.2 Saran mengenai kesesuaian antara norma dalam PERKAP,
PERJA, dan SK Dirjen Badilum

Terhadap kesesuaian norma dalam PERKAP, PERJA, dan SK Dirjen
Badilum penulis juga berpendapat diperlukannya penyesuaian kembali yang
dapat dilaksanakan melalui RKUHP dan RKUHAP mengingat kedua aturan
tersebut sedang dirancang kembali. Penyesuaian kembali juga diperlukan
mengingat peraturan keadilan restoratif sejauh ini merupakan peraturan

lembaga yang bersifat internal dan tidak memiliki kesesuaian norma keadilan
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restoratif di dalamnya. RKUHP dan RKUHAP tentunya sesuai untuk
menyelaraskan norma keadilan restoratif dalam tiap komponen SPP
mengingat kedua peraturan tersebut merupakan undang-undang yang bersifat
mengikat secara umum. Hendaknya dalam RKUHP dan RKUHAP juga
nantinya memuat tujuan dari pemidanaan yang pada mulanya
berkecenderungan retributif menjadi restoratif. Maksud dari disarankannya
RKUHP dan RKUHAP menjadi wadah pengaturan norma keadilan restoratif
juga agar tidak melanggar asas peraturan perundang-undangan yang ada. Hal
ini disebabkan karena norma dalam keadilan restoratif seringkali tidak
berkesesuaian yang diatur dalam KUHP dan KUHAP sekarang ini, sehingga
diperlukan aturan yang setara (UU dan UU) sehingga dapat
mengenyampingkan pengaturan KUHP dan KUHAP yang selama ini tidak
didasarkan pada keadilan restoratif.
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